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TENTANG

PENUI{JI'NA$ STAF KHUSUS BUPATI HALMAHERA BARAT
BIDAITG I{EBIJAI(AN KEUAISGAN

DALA1TI MENDUKUNG PEIYYELEIIIGGARAAN PEMERII'ITAHAII DAERAH
KABUPATTIT HALMAHERA BARAT

TATIUN 2A26

BUPATI HALMA}IERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menata penveienggalaan tugas-tugas pemerintahan,
pemlrangunan dan pelayanan kemasyarakatan agar beq'alan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan, cliperlukan penguatan kapasitastlan kapabilitas sumber daya manusia aparatur dalam mendukung
penyelenggaraan pemerintahan Daerah;

b' bahlva mengingat kompleksnya berbagai permasalahan dalam
penyelenggai-aan pernerintahan -vang dihadapi oleh Femerintah i{atiupaien
Haimahera Barat. serta untuk peningkatan kinerja Bupati, rnaka sangai
dibutuhkan keberadaan Staf Khusus Bupati Bidang Kebijakan i{euangar:
Dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayal {1) dan Pasal 3 ayat {2} peraturan
Rupati Flalmahera Barat Nomor 1.A Tahun '2A25 tentang pedoman
Pengangkatan Staf l{husus Bupali nlengamanatkan bahr,va Slaf K}rr-rsr-ls
Bupati diangkat oleh Bupati dan Pengangkatan Staf Khusus Bupati
ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

d. bahin'a trerdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksurl dalam huruf a,
huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat
tentang Penunjukar: Staf Khusus Bupati Halmahera Barat Biclang Kebi;'akan
Keuangan Dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2O26;

Mengingat: 1. LTndang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-unclang
Nomor 23 I)alurat Tahun 1957 tentang Pembentukan llaeralr-daerah
Swatantra Tingkat II llalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Mnlukr_l
menjadi Undang- undang;

'2 Ur:.dang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Peny-elenggaraan Negara -1.ang
bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara,
Kabupaten Buru dan Kabupaten fuIaiuku Tenggara Barat;

4. Undang-undang Nomor I Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabuparen
Halrnahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan
Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi
Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. l-Indang-undang Nomor 1 Tahun 200.] tentang Pertrendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2074 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 teutang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
1O. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang F{ubungan Keuangan antara

Pemerintair Pusaat dar: Peueriniair Daerah;
11" {Jndang-undar-rg Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-undang Nomor L2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbang;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nornor 11 Tahun '2077 tentang Manajemen Pegawai
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OL7 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pernerintah Nomor i2 Tahun 2Ai9 tentang Pengeioiaan Keuangan
Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2Al1 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;
Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang PeruLrahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B0 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2A2O tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera tsarat Nomor 6 'I'ahun 2016
tcntang Pemtrentukan dar: Susunan Perangkat Daeratrr KaLrupaten
Halmahera Barat;
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2A21
tentang Perubahan Atas Peraturan l)aerah Kabupaten Halmahera Barat
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Halmahera Barat;
Peraturan Daerah Katrupaten Halmahera Rarat Nomor 1 Tahun 2*2{}
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahern
Barat Tahun Anggaran 2026;
Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1.A Tahun 2A25 kntang Pedoman
Pengangkatan Staf Khusus Bupati;
Peraturan Bupaii Haimahera Barat Noinor i Tahun 2C26 1cfi'.ang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2O26;

MEMUTUSKAN :

Menunjuk Staf Khusus Bupati Halmahera Barat Bidang Kebijakan Keuangan
Dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana
lprr.ontrrm nqrla I amnirqn I{pnrrttrqqn ini

"*,..'y.,PuluuultUrl.

Masa kontrak kerja Staf Khusus Bupati Bidang Kebijakan Keuangan Dalare
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama L2 Bulan terhitung mulai
tanggal 1 Bulan Januari sampai dengan tanggal 31 Bulan Desember Tahun
2426.

Masa kontrak sebagaimana dimaksud llikium Kedua, sewaktu-u,aktu dapat
ditinjau dan/atau diakhiri bilamana tidak sesuai dengan ketentuan peraturarl
perundang-undangan, bertentangan dengan kebijakan pemerintah dan/atau
bertentangan dengan hal-hallain 3rang bersifat teknis.

Status dan kedudukan serta hak-hak Staf Khusus Bupati Bidang Ketrijakan
Keuangan i)aiarn Mendukung Penlreienggaraan Pemerintaharr Daerair dapat
diberikan tunjangan kine{a dengan besaran Rp. 4.5OO.OOO,- (trmpat Juta
Lima Ratus Ribu Rupiah).

Staf Khusus Bupati Bidang Kebijakan Keuangan Dalam Mendukung
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selain memperoleh tunjangan
sebagaimana riirnaksuri pada Diktum Keempat dapat puia diberikan tambahan
penghasilan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
unrlangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan
Daerah.

Staf Khusus Bupati Bidang KebUakan Keuangan Dalam Mendukung
Penyelengaraan Pemerintahan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

&. l,'lemtrerikan bahan masukan, kajian dalam perumusan keLrijakan Bupati di
Biclang Keua-ngan Dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah -vang mencaksp pelavanan administrasi keuangan? pemerintahan,
pemL:angunan dan kemasvarakatan;

Menetapkan
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b. Meiaksanakan identifikasi dan analisis pokok perrnasaiahan yang urgen dan
strategis di bidang keuangan;

c. Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evalu-asi terhadap pelaksanaan
pengelolaan keuangan Daerah;

d. Memantau dan melakukan kajian/analisis terhadap kebijakan Daerah
bidang keuangan agar sesuai dengan Visi dan Misi Bupati serta kebutuhan
Daerah:

e. Tugas-tugas khusus lain yang diberikan oieh Bupati.

KBTUJUH : Staf Khusus Bupati Bidang Kebijakan Keuangan Dalam Mendukung
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam menjalankan tugas
berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah dan melaporkan kepada Bupati.

KEDELI\PAI{ : Segala braya yang akan tjmbul sebagai akibat dikeiuarkannva Keputusan ini
dibebankan pa.da Anggaran Pendapatan dan tselanja Daerah (APBD) Kabupaten
Halmahera Barat.

KESEMI3ILAN: Keputusan ini rnulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PF^'ABAT PARAF

Sekretaris Daerah lf"
Ass. Bid. Adm. Umum '*/
Kabag Umum, Perencanaan &
Keuangan til
Kabag. Hukum & Orgs V
Tem}asa:ru Disamnaikan kepada Y

Ditetapkan di :

pada tanggal :

.Iailolo
5 Jan 2026

BUPATI BARAT,

Tem}usa;ru Disampaikan kepada Yth ;

i. Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat di Jaiiokl,
2. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailoio,
3. Kepala BKAD Kab. Ha-lmahera Barat di Jaiiolo,
+. Yang bersangkutan untuk diketahui.



LAMPIRAN

TENTANG

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHtrRA BARAT
NOMOR : I7 /KPTS/ I12026
TANGGAL :5JANUARI2026

DAF.-TAR SUSUi\{AN STAF KHUSUS BUPATI HALMAHtrRA BARAT BIDAJ'{G
KtrBIJAKAN KtrUANGAN DALAM MENDUKUNG PENYELtrNGGARAAN
PEMERINTAHAN DAtrRAH KABUPATtrN I.IALMAHBRA BARAT TAHUN
2A'26

NO. NAMA JABATAN

BBSARAN
TUNJANGAN

{Rp)

KtrT.

1 HALGtrR ARTENIS, S.AP

Staf Khusus Bupati
Bidang Kebijakan
Keuangan 4.500.000,-

2 IJDIN BAKAR
Staf Khusus Bupati
Bidang Kebijakan
Keuangan 4.500.000,-

Ass. tsicl. Adrninistrasi Umum

Kabag Umum, Perencanaan &

Kahag. Hukum & Orgs


